BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
KABUPATEN KLATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. bahwa rumah merupakan salah saty kebutuhan dasar
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manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan
mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga,
pertumbuhan budaya dan perilaku serta peningkatan
kualitas generasi yang akan datang;

bahnya jumlah pendudul

twr  dalam  rangka penat kota serta pemenuhan

¢

kebutuhan peruinzhan bagi masyarakat Kabupaten Klaten

yanog teroatas, maka Rumah Susun yang
dibangun di Kabupaten Klaten perlu segefa dikelola agar
fujuar pembansunan Rumah Susun berhasil guna dan
ura mencapar target dan sasaran  yang

Ser pelaksanaan penghuniannya berjalan




Mengingat

i

. Undang-Undane Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perum"éha?h

Fasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tghun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Frovins: Jawa tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42247);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286); _

Undang—Undamg Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendabaraann Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Renublik Indoaesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Normmor 125, Tambahan Lembaran Negara )
Republik Inconesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 ;tentang Pemerintahan Daerzh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo':_"
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Np_nﬁ ‘
4844);

i
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. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 téntang -

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran Neg e
Republik Indonesia nomor 4438);

.,57“;“'

dan kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Repﬁbh
Indoné Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembarah



9. Undang-i/ndang Noinor QC? Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lemkaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 1C8, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia

" Nomor 525%);

10. Peraturar Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara

Republik Indoncsia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rurnah Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inaonesia Nomor 3573); T ;

12. Peraturan Pemerintah N‘pmor 44 Tahun 1994 ‘tentang
Penghunian Rumah oleh 3ukan Pemilik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576); _

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indcnesia Nomor 4593);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahen Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Iﬁdonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
" Republik Indonesia Nomor 4737); ‘

15. Peraturanm Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
14/Permen/jM /2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewz; ,

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008

Penstapan Kewenangan , Urusan Pemerintahan

Eabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten




17. Peraturun Ducrah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tabun 2011

tentang Kesetaraan Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 59}

18. Feraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupa:en Klawen
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahan 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daecrah
Kabupaten Klaten Nomor 66); '

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupa:en
Klaten Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daciah
Kabupaten Klaten Nomor 70}; s

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14, Tahun 2012
tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Klazen
Tahun 2012 Nomer 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ PERATURAN  BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RUMAH
SUSUN DI KABUPATEN KLATEN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang d'masgsud dengan ¢

1. Daerah adalah Kabupater Kiaten. _
2. Pemerintah Daerah zdalah Bupati dan perangkat daerah scbagax unsur !

penyelenggara Pemerintaban Daerah.
3. Bupati adalah Bupati m
4. Rumah Susun adalah bangw

: pdung bertingkat yang dibangun dalam
» m dalam bagian-bagian yang dlstrukturkdn'
@alam arah horizontal maupun vertikal. dan'___h
wang masing-masing dapat dimiliki’ dan

e

suatu lingkungan ya
secara fungsional,

merupakan sat
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4.

15.
16.

Rumah 8Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa
adalah Rumah Susun Umum Dengan Status Sewa sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Rumah susun.

Unit hunian yang selurtutnya disebut Sarusun adalah

ruangan/tempet huni di Rumah Susun Sederhana Sewa.

satuan

Unit hunian difabel adalah wunit hunian yang secara khusus
diperuntukikan bagi kaum difabel / penghuni dengan keterbatasan fisik
terteatu.

Unit komersial adalah satuan ruangan/tempat yang diperuntukkan bagi
keglatan komersial ¢i Rumah Susun Sederhana Sewa. _

Unit Pengelola Rusunawa adalabh Unit Pengelola Rusunawa Kabupaten
Klaten. V .

Masyarakal Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR,
adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Negara Pe:‘umahar? Rakyat.

Penghuni adalah penyewa dan keluarga inti yang bertempat tinggal dala::
satuan rumah susun yang telah ditetapkax;l dengan perjanjian sewe-
menyewa.

Penghuni difabel adalah penyewa dengan keterbatasan fisik terten:.
scbagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bertemp::

tinggal dalam satuan ruumah susun difabel yang telah ditetapkan dengan

perjanjian sewa-menycwa.

- Pengelolaan Rumah Susun Umum dengan Sistem Sewa adalah kegialan

vang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban,
kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan.

Benda bersama adalah beada yang bukan merupakan bagian rumah
susun, tetapi digunakan bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian
bersama. - ' '
Masyarakat penghuni adai=h sefuruh warga penghuni rusunawa.
Paguyuban warga atau perfimpunan penghuni adalah perhimpunan yang

A

znggotanya terdiri dam g penghuni.




BAB II
ASAS3, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesaty
Asas
Pasal 2
Pengelolaan Rusunawa disc-lenggarakén berdasarkan asas :
a. kesejahteraan;
0. keadilan dan pemerataan,;
c. keterjangkauan dan Xemudahan;
d. keefisienan dan kemanfaatan;
c. keserasian dan keseirnbangan;
f kelestarian dan berkelanjutan;
g. keselamatan, kenvamanaa, dan kemudahan: dan
h. keamanan, ketertiban, dan keteraturan.
Bagian Keduu
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peiraturan Bupati ini adalah untuk memberikan

pedoman dalarn pelaksanaan pengelolaan Rusunawa di Kabupaten Klaten

Paragraf 2
Pasal 4

Tajuan Pengelolaan Rusunawa adalah .1gar pengelolaan Rusunawa dapat
berjalan secare teriib dan terlaksana tepat kepada kelompok sasaran, sehmgga
pemanfaatan dan pemeliharaan aset dapat terlaksana dengan baik, layak huni

dan berkelanjutan.

31 Bagian Ketiga
3 Ruang Lingkup

Damnl =




= Tarnif:

Pengeloloa:, P laporan den Strategi Pemusaran: dan
Pengawasu i Pengend:uian;
BAB 111
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6

fewenang ([au Li ww;ung,ylwab Bupati meliputi ;

Menetapkan Febijakan daerah dj bidang Rumah Susun;

Melakuk:in pcngelolaan Rumeah Susun yang dimiliki Pemerintah Daerai:
Melaku'san pemantauan Rumah Susun;
Melakukan evaluzsi p:3ngelolaan Rumah Susun; dan

Melakukan pemoinaen dan pengawasan Rumah Susun.

BAB 1V
KEPENGHUNIAN
Bagian Kesatu
Status Penghuﬁian
Pasal 7
1) Status penghunian Rusunawa diperuntukan bag1 penduduk kabupate:n
klaten vang memenuhi sveral sebagai MBR.
2] Status penghunian Rusunavra khusus lantai 1 diperuntukkan bagi keum
difabel dan Unit Komersial, _
Bag-an Kecfua
Persyaratan Penghuni
Pasal 8
1 1) Persyaratan penghuni Rusunawa adalzah sebagai berikut :
a. Bersatatus Warga Negasa Indonesia dan Penduduk Kabupaten Klarer
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga:
b. Sudah mcnikah vang dibuktikan dengan Akta Nikah;

¢. Belum menuliki rumalftempat tinggal yang dibuktikan dengan surat

S e : ——



==up memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan iuran lain yang

8 ditctapkan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermaterai

mentaati dan memenuhi tata tertib/ketentuan penghunian
sanksi yang diberikan dan dibuktikan dengan surat pernyataan
= bermaterai culonp.,
wan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
@aggola masyarakat terlenta yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
pati.
A Bazian Ketiga
Tata Cara Penda’taran Calon Penghuni

Pasal 9
Penghuni yang akan merdaitarkan sebagsi penghuni Sarusun harus
szejukar. permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Bupati cq
2lz Unit Pengelola Rusunawa dengan dilampiri persyaratan sebagai
ut: .
5 Kartu Tanda Penduduk pemohon dan anggota keluarga
S penghuni;

calon

Folo copy Karta Keluarga (C1);

Foto copy Akta Nikah/Akta Cerai/Surat Keterangan Kematian

Sural  keterasean belum nemiliki ramah dard Pcri‘scrintah Desa
setempat/Lurah/Kepala Desa;

Surat Pernyataan Memiliki Penghasilan/Pendapatan tetap yang
Jdiketahui Femerintah Desa/Kelurahan atau surat keterangan dari
Instansi/perusahann Lanpal bekerja,

Surat pernyalaan kesaapgupan memenuhi kewajiban pembayaran sewa
dan iuran lain yang telan ditclaﬁ.&an dan bermaterai cukup; dan

Surat  pernyataan  kesediaan  mentaati dan  memenuhi tata
tertib/ kete_n_tuan penghunian  serta  sanksi dan diberikan yang
bermaterai cukup.

Selain kelentuan schagannana yany diutur; pada ayat (1) calon penghuni

harus menandatangani perjanjian perighuni@n Rusunawa.



Bagian Keempat

Jaagka Walitu Pen ghunian
Pasal 10

unian Sarusun paling lama 3 tahun dan dapaff

1 1 (satu) kali periode.

jangan penghunian sarusun harus d.\:.ajukan paling

tuh) hari sebelum masa berlaku penghunian beralkhir.

Bagian Kclima
Hak Penghuni
Pasal 11

ni adalah :

L (satu) unit hunian untuk tempat tinggal;

kan atau memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum;

it layanan keamanon dan kenyamanan;

paikan  keberatan/laporan ates layanan kondisi, fempat dan

wan yang kurang baik;

2l air bersih, pencrangan, gas opabily ada jaringan gas dan jasa
E 3 i

£1dli1, .

at layanan perbaikan atas kerusakan prasarana,

umum yang tidak disebabkan cich penghuni;

sarana, dan

at penjelasan  pelatihan  dar bimbingan tentang pencegahan,
anan, penyelamatan terhadup bahaya kebakaran dan keadaan

lainnya;

at pengembalian uang jaminan pada saat mengakhiri hunian

diperhitunglkan seluruh kewajiban yang belum dipenuhi; dan

tuk kelompok hunian (RT/RW) vang dapat dimanfaatkan sebagai

komunikasi/sosialisasi tentang kepentingan bersama.

Bagian Keenam

T arsrrniiliac Daaolaaal



Membayar uang jaminan sebesar 3 bulan sewa dimuka yang mierupakan

vang cilpan dit penghuni, yvang digunakan sebagai jaminan apabila
penghani meninggatkan  Sarusun sebelum masa kontrak  selesai dan
meninggalkan funggakan sewa, tunggakan iuran, tunggakan retribusi,
denda dan tunpgakan laiag

O membayar uang scwa can segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan yang berhkug

membayar rekening ustrik, air cersih dan rekening lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,

menjagan kebersiban nglkungan rusunawa;

memelihara tempat hunien, presarana, sarana, dan utilitas umum dengan
sebaik-baiknya;

nelaporkan  kejadian,  kejanggalan,  kerusakan : bangunan, dan
perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni;

iembayar ganti rugi setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
bersedia mematuhi ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh pengelola;
mengesongkan/menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada
pengelola pada suat perjanjian penghunian berakhir;

laporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada pengelola dalam

1 1x24 jamn (satu kali dua puiuh empat jam);

uti pelatihan dan Simbingan yang dilaksanakan pengelola secara

parkir bagi penghuni/tairu yang meletakkan kendaraannya di
' yang telah ditetapkaa; dan

Ingkungan yang barmonis.

Bagian Ketujuh
Larangan Penghuni
Pasal 13
i perikut
kepada pihak lain;
satuar. hunian,; :
scbagai tempat usaha/gudang;

ketentuan tata tertib;



g. Berjudi, menjual/memalai nerkoba, minuman keras, dan berbuat
muaksiat;

h. Mclakukan kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau
menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu
keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;

i Mengadakan kegiatan organ‘sasi terlarang sebagaimana diatur peraturan
nerundang-undangan yang barizku; '

J. Memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang
mengotori dan dapat menimbulkzn tahaya kebakaran;

% Membuang benda-benda ke dalun: suluran air kemar mandi/WC yang

dapat menyumbat salurar pembuangan;

Menjrimpaﬁ segala jenis banan peledak, baha\:n kimia, bahan bakar atau

mi=n Sarusun

 unit komersial
hunian difabel seb 5. 75.000,00 setiap bulan;

& 2 sebesar Rp. 175.00 p bulan;
=1 3 sebesar Rp. 150.00 sap bulan;

da ayat (1) belum termasuk uang

rekening air, retribusi daerah

dibayar oleh penghuni sarusun

B 3:litiaenr Aari ttammlalh neamalroian



| (4) Tagiban rekening air yang barus dibayar oleh penghuni sebagaimana
cimaksud pada ayar (2) dihitung dari jumlah pemakaian dikalikan taril
dasar air khusus penghuni rusunawa yang ditetapkan oleh Bupati.
(5) Tarif sewa Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali
paiing lama 5 tahun terhitung sejak ditetapkan.

o
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(6) Scluruh hasil penerimaan deri Rusunawa dikelola sesuai ketentuan yang
herlaku.

BAB VI
PENGELOLAAN, PELAPCRAN DAN STRATEGI PEMASARAN
Pasal 15

Pengelolaan Rusunawa dilaksanakan oleh Unit Pengelola Rusunawa.

Pasal 16
1V Hoit Pengelola Fusunawa sehagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib
=4 4
melaperkan pengelolaan Rusunawa Kepada Bupati melalui Kepala Dinas

Pckerjaan Umum daa Snergi Sumber Daya Mineral secara berkala setiap
bulan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tembusan kepada

Sekretaris Dacrah dan Dinas Pandapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dueral Kabupaten Klaten!

Pasal 17

lam rangka melalisanakan strategi pemasaran Rusunawa, Unit Pgngelola
usunawa dapat melakukan.

Sosialisast kepacda masyarakat melalui tatap muka, media masa, maupun
media lainnysg,

Melakukan peningkatan pelayanan untuk mewujudkan kenyamanan bagi
penghuni Rumah Susun; dan

\leningkatkan sarana dan prasarana Rumah Susun _sesuai kemampuan

kcuangan daerah.



BAB V]|
PENG-AWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

| Dalain rangka melaksanakan pengawasan danp pembinaan terhadap

pengelola Rusunawa, Pat membentuk Tim Pengawasan dan

Bupati clay
Pembinaan.

) Tim Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksuy

d pada ayat (1)
Kepuatusan Bupati.

dite apkan dengan

BAB V]Il
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 19

ratiran Bupa: ini mula berlaku pada tanggal diundangkan.

lgar setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan pPengundangan
eraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Beritd Daerah Kabupaten
daten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 10 Jy( L0[2
(! KLATEN,

I, Q

Diundangkan d. klaten




